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BUPATI MINAHASA TENGGARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 
NOMOR: i& TAHUN 2013 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 

f PEGAWAI TIDAi{ TETAP SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

Menimbang a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu 
adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan perjalanan 
dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri 
Sipil, Pegawai Tidak Tetap Serta Pihak Lain Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara; 

b. 

c. 

d. 

bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat 
dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur 

kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam 
negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 
Tidak Tetap Serta Pihak Lain; 

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penge1o1aan Keuangan Daerah, Kepala Daerah se1aku 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bu� 



Mengingat 

Minahasa Tenggara tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 
Tidal< Tetap Serta Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Tenggara. 

1. Ketetapan MPR-RI Nomor Ill/MPR/2000 tentang Sumber 
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) 

s. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang Republik 
Lembaran 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Und� 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi 
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4685); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 
tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tcntang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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Menetapkan 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

penyampaiannya; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 
Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS 
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 
PEGAWAl NEGERI SIPIL, PEGAWAl TIDAK TETAP SERTA 
PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara; 
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara; 
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Tenggara; 
4. Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Dae rah 

Kabupaten Minahasa Tenggara; 
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta 

Penyelenggara Negara lainnya yang menjalankan 
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fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat 
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengn 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang Dasar 1945; 

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua 
DPRD; 

8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan 
keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah 
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

9. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 
ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau 
diserahi tugas negara Iainnya, dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat 
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan 
tugas pemerintahan yang bersifat teknis profesional 
dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan organisasi; 

11 .  Pihak Lain adalah pihak yang ditugaskan oleh pejabat 
yang berwenang berdasarkan Peraturan, Keputusan, 
Kontrak dan/atau Kerjasama dalam tujuan 
pelaksanaan penugasan; 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah; 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa 
Tenggara; 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen 
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran; 

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya; 

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari 
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 
anggaran pada SKPD yang bersangkutan; 
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17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD; 

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD 
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

19. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya 
disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar 
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah 
Republik Indonesia untuk kepentingan negara; 

20. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas 
melewati batas Kabupaten/Kota tempat kedudukan ke 
tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali 
ke tempat kedudukan semula di dalam negeri; 

21.  Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari 
tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan 
yang baru berdasarkan surat keputusan pindah; 

22. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas 
yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan 
situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi; 

23. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan 
sementara waktu ke luar Daerah, maupun ke luar kota 

dalam Provinsi; 

24. Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang selanjutnya 
disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
PA/KPA da1am rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas; 

25. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai 
Negeri, Pegawai Tidak Tetap Serta Pihak Lain yang 
melaksanakan Perjalanan Dinas; 

26. Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat SPT 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat 
berwenang yang memerintahkan pelaksanaan 
Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai 
Negeri, Pegawai Tidak Tetap Serta Pihak Lain; 

27. Kabupaten dan Kata adalah pembagian wilayah 
administratif di Indonesia di bawah Provinsi; 

28. Tempat Kedudukan adalah Kabupaten / Kata / lokasi 
/ tempat di mana SKPD / Unit Kerja berada; 

29. Tempat Tujuan adalah Kabupaten / Kata / lokasi / 
tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas; 

30. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat / Kata tujuan 
pindah; 

31. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai 
dengan bukti pengeluaran yang sah; 

32. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah 
dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan 
dibayarkan sekaligus; 
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33. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya 
Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rii1 

berdasarkan ketentuan yang berlalru; 
34. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang 

ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan 
anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 

BAB ll 
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

{l) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi 
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai 
Tidak Tetap serta Pihak Lain yang dibebankan pada 
APBD; 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini meliputi : 

a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan 
b. Perjalanan Dinas Pindah. 

(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini meliputi : 
a. Pcgawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa 
Tenggara; 

b. Pegawai Negeri yang 
diperbantukan pada 
Minahasa Tenggara. 

(4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini adalah : 

a. Non PNS yang diangkat sebagai Staf Khusus yang 
ditetapkan dcngan Keputusan Bupati; 

b. Non PNS yang diangkat sebagai Tenaga Honorer 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

c. Non PNS yang ditugaskan Bupati / Wakil Bupati, 
Sekretaris Daerah dan / atau Kepala SKPD untuk 
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara; 

(5) Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
adalah pihak yang ditugaskan oleh pejabat yang 
berwenang berdasarkan Peraturan, Keputusan, 
Kontrak dan/atau Kerjasama dalam tujuan 
pelaksanaan penugasan 

dipekerjakan dan I atau 
Pemerintah Kabupaten 



BAB III 

PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pasal 3 

perintah, 
Perjalanan 

d. 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan 
prinsip sebagai berikut : 
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat 

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan 

pencapaian kinerja SKPD bersangkutan; 
c. efisiensi penggunaan belanja daerah dalam arti 

dilaksanakan dengan jumlah personil yang dibatasi, 
dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan hasil 
yang maksimal; dan 
akuntabilitas, dalam arti pemberian 
pelaksanaan serta pertanggungjawaban 
Dinas yangjelas dan terukur. 

BABN 

PERJALANAN DINAS JABATAN 

Pasal 4 

{1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud 
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati ini digolongkan 
menjadi: 

a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi; 

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; 
c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 

(2) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah 
Luar Provinsi adalah perjalanan dinas keluar dari 
wilayah Provinsi tempat kedudukan SKPD 
bersangkutan; 

(3) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah 
Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas keluar dari 
wilayah Kabupaten tempat kedudukan SKPD 
bersangkutan; 

(4) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Dalam 
Daerah adalah perjalanan keluar daerah berjarak 
sekurang-kurangnya 5 {lima) kilometer keluar dari 
batas daerah tempat kedudukan SKPD bersangkutan, 
yang tidak melewati batas wilayah Kabupaten. 
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Pasal 5 

Perjalanan Dinas Jabatan dilalrukan dalam rangka : 
a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD lingkup 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara; 
b. mengikuti rapat, seminar, kordinasi, konsultasi dan 

sejenisnya; 

c. Pengumandahan (Detasering); 
d. menempuh ujian dinas / ujian jabatan; 
e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri 

atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang 
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter 
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan 
dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena 
melakukan tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan 
Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; 

h. mengikuti pendidikan setara Diploma / S 1 / 82 / 83; 

1. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 
j. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman 

jenazah Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / 
Pegawai Negeri / Pegawai Tidak Tetap / Pihak Lain yang 
meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; 
a tau 

k. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman 
jenazah Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / 
Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat 
Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman. 

Pasal 6 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD 
dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD 
yang tertuang dalam SPT; 

(2) Kewenangan menertibkan Surat Perintah Tugas 
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a. Pimpinan DPRD untuk Pimpinan dan Anggota 

DPRD; 
b. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk 

Seluruh Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah; 
c. Kepala SKPD untuk Seluruh Perjalanan Dinas Luar 

dan Dalam Daerah. 
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b 

Pasal ini dapat didelegasikan kepada para asisten 
Sekretaris Daerah dan/ a tau Kepala SKPD sesuai 
lingkup kewenangannya masing-masing. 

(4) SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
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Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati. 

(5) PA/ KPA berwenang menerbitkan SPPD serta 
menetapkan moda transportasi yang digunakan, 
dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan 
Perjalanan Dinas dimaksud. 

(6) SPPD sebagairnana dimaksud ayat (5) Pasal ini dibuat 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

(1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapat 
dilaksanakan pada hari libur, kecuali Perjalanan Dinas 
Tertentu dan atau dalam keadaan hari kahar/luar 
biasa (force majeure). 

(2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan yang 
bersifat konsultasi dan/ atau koordinasi tidak 

diberikan lebih dari 3 (tiga) hari kerja. 

Pasal 8 

Yang dimaksud Perjalanan Dinas Tertentu adalah: 
a. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam 

arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas 
perintah Pejabat yang berwenang pada lokasi I 

tempat tujuan yang sama dan I atau dalam rute perjalanan yang searah. b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, 
bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran serta kegiatan spesifik lainnya yang sudah ditetapkan bahwa jadwal kegiatannya 
tennasuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional. c. Kegiatan spesifik lainnya sebagairnana dimaksud huruf b Pasal ini antara lain: I. Penugasan Pemeriksaan; 
2. Penugasan survei dan atau pengumpulan data; 3. Penugasan mengikuti pertandingan / lomba. 

Pasal 9 
Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam keadaan kahar / 
luar biasa (force majeure) adalah : a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan 

bencana alam dan / atau bencana sosial; b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan 
disebabkan karena kelangkaan moda transportasi dan / 
atau bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana 
sosial. � 



BABV 
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN 

Pasal 10 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas 
komponen-kornponen sebagai berikut : 
a. uang harian; 
b. biaya transpor; 
c. biaya penginapan; 
d. uang representasi; 
e. sewa kendaraan dalam kota; dan atau 
f. biaya menjemput I mengantar jenazah. 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 
Pasal mi dibayarkan sesuai jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPT terdiri atas : 
a. uang makan; 
b. uang transpor lokal; dan 
c. uang saku. 

(3) Biaya transpor sebagaimana climaksud ayat (1) huruf b 
Pasal ini terdiri atas : 
a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan 

sampai tempat tujuan keberangkatan dan 
kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / 
stasiun I bandara I pelabuhan keberangkatan 
sebesar Rp. 300.000,- yang clibayarkan 
berdasarkan Biaya Riil bagi yang tidak mendapat 
fasilitas kendaraan dinas roda empat; 

b. biaya retribusi yang dipungut di terminal bus I 
stasiun f bandara f pe\abuhan keberangkatan dan 
kepulangan; 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf c Pasal ini merupakan biaya yang diperlukan 
untuk menginap di : 

a. hotel; atau 
b. tempat menginap lainnya. 

(5) Jumlah hari penginapan adalah jumlah malam hari 
menginap yang dibayarkan sesuai biaya riil. 

(6) Uang representasi sebagaimana climaksud ayat (1) 
huruf d adalah uang kehormatan yang dapat diberikan 
kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, 
serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan 
Dinas Luar Daerah Luar Daerah dan Perjalanan Dinas 
Luar Daerah Dalam Provinsi. 

(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf e Pasal ini adalah biaya sewa kendaraan 
yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan 
DPRD serta Pejabat Eselon II untuk keperluan 
pelaksanaan tugas di Kota / Tempat Tujuan yang 
dibayarkan sesuai biaya rill. 
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(8) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana 
dimaksud ayat (I) huruf g Pasal ini meliputi biaya bagi 
penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya 
angkutan jenazah. 

Pasal 1 1  

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 10 
ayat (!) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan 
sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 
dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

(!) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 5 
(Lima) tingkat, yaitu : 
a. Tingkat Al untuk Bupati dan Wakil Bupati, Ketua 

DPRD, serta Pejabat Negara lainnya yang setara; 
b. Tingkat A2 untuk Wakil Ketua DPRD, Anggota 

DPRD, Pejabat Eselon II serta Pegawai Tidak Tetap 
yang setara; 

c. Tingkat B untuk Pejabat Eselon III, PNS Golongan 
N serta Pegawai Tidak Tetap yang setara; 

d. Tingkat C untuk Pejabat Eselon N, PNS Golongan 
Ill serta Pegawai Tidak Tetap yang setara; 

e. Tingkat D untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I, 
Pihak Lain serta Pegawai Tidak Tetap yang setara. 

(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk 
Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas 
ditentukan oleh PA / KPA mengacu pada ayat (1) Pasal 
ini dengan memperhatikan tingkat pendidikan / 
kepatuhan / tugas yang bersangkutan; 

(3) Biaya Uang Harian sebagaimana dirnaksud Pasal 10 
ayat (2) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai jumlah 
hari berdasarkan tanggal tiba dan tanggal berangkat 
dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jurnlah 
hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas 
sebagaimana dirnaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan 
Bupati ini; 

(4) Biaya Transpor sebagaimana dimaksud Pasa! 10 ayat 
(3) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai Fasilitas 
Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

(5) Biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana dirnaksud Pasa! 10 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan tanggal tiba dan tan� 



berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak 
melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali 
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 
Pasal 9 Peraturan Bupati ini; 

(6) Biaya Penginapan tidak diberikan untuk Perjalanan 
Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang memakan 

waktu sampai dengan 6 (enam) jam, kecuali Perjalanan 
Dinas Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c 
Peraturan Bupati ini; 

(7) Dalam ha! Pelaksana SPPD tidak menggunakan 
fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 
ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut : 
a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan 

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di 
kota tempat tujuan; 

b. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan 

secara lumpsum, dengan memperhatikan jumlah 

malam hari menginap sebagaimana dimaksud Pasal 

10 ayat (5) Peraturan Bupati ini. 
(8) Uang representasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 

ayat (6) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai jumlah 

hari dalam SPT; 
(9) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 

10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya 
Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berilrut : 

a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan 

merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum 

pada Lampiran V Peraturan Bupati ini; 
b. Biaya transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar 

Provinsi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang 
merupakan jumlah total dari harga tiket, airport 

tax, dan biaya terminal lainnya; 
c. Standar Biaya Tiket Pergi-Pulang Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI Peraturan Bupati ini; 
d. Biaya Transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah 

Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 

(3) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai biaya 
riil; 

e. Biaya Transpor antar Kecamatan/Desa dan/atau 
pulau-pulau kecil di Kabupaten/Kota tujuan dalam 
Provinsi dibayarkan sesuai biaya riil dengan 
mengacu pada tarif berlaku setempat; 

f. Dalam hal· Pelaksana SPPD menggunakan 

kendaraan dinas, maka biaya transpor 
sebagaimana tersebut pada huruf d dan huruf e 
tidak dibayarkan; 

g. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya 

Riil dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini; 



h. Vang Representasi dibayarkan secara Iumpsum dan 
merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini; 

i. Sewa Kendaraan Dalam Kota di tempat tujuan 
dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill dan 
dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai 
ketentuan; 

j. Biaya Pemetian dan Pengangkutan Jenazah 
termasuk yang berhubungan dengan pengruktian I 
pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan 
Biaya Rill. 

Pasal 13 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, 
seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud Pasal 
5 huruf b Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan 
biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh 
panitia penyelenggara; 

(2) Dalam ha! biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak 
ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya 
Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat dibebankan 
pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD; 

(3) Dalam ha! Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 
dimaksud Pasal 5 huruf b dilakukan secara bersama 
sama, maka seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap 
pada hotel / penginapan yang sama; 

(4) Dalam ha! biaya penginapan pada hotel / penginapan 
yang sama sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini 
lebih tinggi dari satuan biaya hotel / penginapan yang 
telah ditentukan, maka pelaksana SPPD menggunakan 
fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel / 
penginapan dimaksud. 

Pasal 14 

Dalam ha! Perjalanan Dinas mendampingi Pejabat Negara 
dan Pejabat Eselon II, maka untuk penginapan Pelaksana 
SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar terendah pada 
hotel / penginapan yang sama. 

Pasal 15 

Dalam ha! Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal 
laut I sungai I penyeberangan untuk waktu paling kurang 
24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi 
tersebut kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang 
harian. 



• 

Pasal 16 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabata.n hanya dibayarkan 
sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan 
dengan mekanisme Pemberian Uang Muka atau 
Pan jar; 

(2) Dalam ha! Perjalanan Dinas Jabata.n harus segera 
dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana 
dimaksud ayat (I) Pasal ini dapat dibayarkan setelah 
Perjalanan DinaS selesai. 

Pasal 17 

( I) Dalam ha! Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud 
Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini melebihi 
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, maka kepada 
Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan biaya uang 
harian, penginapan, uang representasi dan sewa 
kendaraan dalam kota di tempat tujuan, dengan 
ketentuan bahwa masih cukup tersedia anggaran yang 
berkenaan; 

(2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini, dapat dimintakan kepada PA / KPA untuk 
mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen 

berupa: 

a. Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari 
Syahbandar / Kepala Bandara / perusahaan jasa 
transportasi lainnya; atau 

b. Surat Keterangan Kepala Desa atau Camat untuk 
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; 

c. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi 
tu gas . 

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana disebutkan pada 
ayat (2) Pasal ini, maka PA / KPA membebankan biaya 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pada DPA· 

SKPD berkenaan; 
(4) Dalam ha! jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari 

jumlah hari yag ditetapkan dalam SPPD, pelaksana 
SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, 

biaya penginapan, uang representasi dan sewa 
kendaraan. 

Pasal 18 

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA 

SKPD penerbit SPPD kecuali ditetapkan lain sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
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BABVI 

PERJALANAN DINAS PINDAH 

Pasal 19 

(1) Pejabat Negara / Pegawai Negeri dapat melaksanakan 
Perjalanan Dinas Pindah; 

(2) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD 
dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang 
ditetapkan oleh Pejabat Berwenang sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan; 

(3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat 
(2) Pasal ini menjadi dasar diterbitkannya SPPD. 

Pasal 20 

(1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dirnaksud Pasal 
19 ayat (I) Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan 
oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah; 

(2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka : 
a. Pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke 

Tempat Tujuan Pindah; 
b. Pemulangan Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang 

mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke 
Tempat Tujuan menetap; 

c. Pemu!angan keluarga yang sah dari Pejabat Negara 
/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat 

tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap. 
(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud ayat (I) 

Pasal ini yaitu : 
a. lsteri/ suami yang sah sesuai ketentuan Undang 

Undang Perkawinan yang berlaku; 
b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah 

menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 
(dua puluh lirna) tahun pada waktu berangkat, 
belum pernah menikah, dan tidak mempunyai 
penghasilan sendiri; 

c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah 
menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua 
puluh lima) tahun, belum pernah menikah, dan 
menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat 
yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai 
penghasilan sendiri; 

d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, 
dan anak angkat perempuan yang sah menurut 
hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh 
lirna) tahun yang tidak bersuami dan tidak 
mempunyai penghasilan sendiri. 

(4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud ayat 
(3) Pasal ini, Pegawai Negeri paling rendah golongan III 
atau pejabat eselon IV diperkenankan pula untuk 

w 



(5) 

membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) 
orang; 

Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 
(4) Pasal ini diberikan biaya uang harian sesuai tingkat 
penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I. 

BAB VII 

B!AYA PERJALANAN DINAS PINDAH 

Pasal 21 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen 
sebagai berikut : 
a. Biaya transpor pegawai; 

b. Biaya transpor keluarga; 
c. Biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/ atau 
d. Uang harian. 

(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dari Ratahan ke Luar 
Daerah atau sebaliknya dibayarkan secara Jumpsum 
dengan mengacu pada harga yang berlaku sesuai 
ketentuan; 

(3) Biaya Transpor dan Uang Harian Perjalanan Dinas 
Pindah dari Ratahan ke SKPD Kabupaten Minahasa 
Tenggara yang berkedudukan di Kecamatan atau 
sebaliknya diatur sesuai ketentuan sebagai berikut : 
a. Uang Harian dibayarkan secara Jumpsum dan 

rnerupakan batas tertinggi, sesuai Lampiran 

sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (9) huruf a 
Peraturan Bupati ini; 

b. Biaya Transpor dibayarkan secara lumpsum untuk 
1 (satu) kali jalan (one way) mengacu pada harga 
yang berlaku sesuai ketentuan. 

(4) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini dirinci sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 22 

Penggolongan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah 
mengacu pada ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (!) 

Peraturan Bupati ini. 



Pasal 23 

(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas 
Pindah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf 
a dan huruf b adalah sebagai berikut : 
a. Biaya transpor pegawai; 

b. Biaya transpor keluarga yang sah; 

c. Uang harian; dan / atau 
d. Biaya pengepakan dan angkutan barang. 

(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas 
Pindah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf 
c adalah sebagai berikut : 
a. Biaya transpor keluarga; 
b. Uang harian; dan I atau 
c. Biaya pengepakan dan angkutan barang. 

(3) Uang Harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana 
dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf d diberikan untuk 
pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota 
keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan 

pindah I menetap yang baru; 
b. Paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kali 

menunggu sambungan (transit) dalam ha! 
perjalanan tidak dapat dilalrukan langsung; 

c. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam ha! pegawai 
yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan, 
satu sama lain hal menurut keputusan PA; atau 

d. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam ha! pegawai 
yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah 
mendapat perintah dari Pejabat penerbit SPr untuk 
melakukan tugas lain guna kepentingan negara. 

Pasal 24 

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka 
pindah tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) 
huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya 
Perjalanan Dinas. 

Pasal 25 

Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang 
sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c diberikan 
secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran X 
Peraturan Bupati ini. 



• 
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Pasal 26 

Biaya bongkar muat dan penggudangan sudah termasuk 
dalam biaya pengepakan dan angkutan barang. 

Pasal 27 

Biaya Perjalanan Dinas Pindah d.ibebankan pada DPA 
SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 

BAB VIII 

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 28 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam 
batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD 
berkenaan; 

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana 
SPPD paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum 
Pcrjalanan Dinas dilaksanakan; 

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana 
dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat melebihi 3 (tiga) hari 
kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur 

mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun 
anggaran. 

Pasal 29 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui 
mekanisme SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU dan / atau 
mekanisme SPM-LS; 

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan 
mekanisme SPM-LS dapat dilakukan melalui : 
a. Perikatan dengan penyedia jasa; 

b. Bendahara Pengeluaran; atau 
c. Pelaksana SPPD. 

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui 
perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana 
dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini meliputi : 
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD; 
b. Perjalanan Dinas Jabatan dalarn rangka mengilruti 

rapat, seminar, pend.id.ikan dan pelatihan, 
pertandingan / lomba, festival, parneran, stud.i 
banding atau kegiatan sejenis. 

(4) Jumlah Pelaksana SPPD dalam pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. 

········--·------- 



Pasal 30 

(!) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan 
mekanisme SPM-UP/GU/TU dilakukan dengan 
memberikan uang muka (panjar) kepada Pelaksana 
SPPD oleh Bendahara Pengeluaran; 

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud ayat (!) 
Pasal ini, berdasarkan persetujuan pemberian uang 
muka dari PA/KPA sesuai ketersediaan uang (Kas) 
pada Bendahara dengan batas tertinggi seperti 
tercantum dalam Peraturan Bupati ini dengan 
melampirkan dokumen sebagai berikut : 
a. Surat Tugas / Surat Keputusan Pindah; 
b. Fotocopy SPPD; 
c. Kwitansi Tanda Terima Uang Muka yang dibuat 

sesuai format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XI Peraturan Bupati ini; dan 
d. Surat Pemyataan akan mempertanggungjawabkan 

selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kernbali 

dalam pelaksana tu gas, serta bersedia 
mengembalikan kelebihan uang muka (panjar) yang 
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XII Peraturan Bupati ini. 

Pasal 31 

(!) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas 
dapat berupa event orqanizer, biro jasa perjalanan, 

perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa 
perhotelan / penginapan; 

(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat 
(!) Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan yang 
mengatur tentang pengadaan barang / jasa 

pemerintah. 
(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat 

dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya 
transpor termasuk pembelian / pengadaan tiket dan / 
atau biaya penginapan. 

Pasal 32 

(!) Kontrak / perjanjian dengan penyedia jasa dapat 
dilakukan untuk I (satu) paket kegiatan atau untuk 
kebutuhan periode tertentu; 

(2) Nilai satuan harga dalam kontrak / perjanjian tidak 

diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau 
tarif penginapan / hotel resmi yang dikeluarkan oleh 
penyedia jasa penginapan / hotel. 



• 
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Pasal 33 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia 
jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah 
diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak I 

perjanjian; 
(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, 

penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA I KPA. 

Pasal 34 

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan 
mekanisme SPM-LS dilakukan melalui transfer dari 
rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara 
Pengeluaran, Pihak Ketiga a tau Pelaksana SPPD. 

Pasal 35 

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA / KPA, pengajuan 
SPM, dan penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan 
Bupati yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pasal 36 

(I) Dalam ha! terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan 
Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan 
pada DPA-SKPD berkenaan; 

(2) Biaya pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas 
Jabatan hanya berlaku dalam ha! apabila pembelian 
tiket perjalanan telah dilakukan paling cepat 3 (tiga) 
hari sebelum berangkat; 

(3) Pembatalan sebaga.imana dimaksud ayat (I) Pasal ini 
jika disebabkan bukan oleh kelala.ian Pelaksana SPPD 
ya.itu : 
a. Bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana 

sosial yang sudah dinyatakan ketetapannya dengan 
Keputusan Pejabat Berwenang sesua.i Peraturan 
Perundang-undangan; 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan dibatalkan atau 
ditunda oleh Penyelenggara. 

(4) Yang dimaksud dengan Penyelenggara kegiatan 
tersebut pada ayat (3) huruf b Pasal ini adalah : 
1. Kementerian; 

2. Lembaga Negara; 
3. Daerah La.in; serta 

4. lnstansi Pemerintah La.innya. 



sebagaimana 
(5) Dokurnen yang harus dilampirkan dalam rangka 

pembebanan biaya pembatalan 
dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi: 
a. Surat Keputusan penetapan keadaan bencana 

sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a Pasal ini 
dan / atau berita oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
Media Cetak yang dikemas dalam bentuk kliping; 

b. Surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara 
menyangkut pembatalan atau penundaan 
pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

c. Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan 
Dinas Jabatan dari Pejabat Penerbit SPPD, yang 
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

d. Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan 
Perjalanan Dinas Jabatan dari PA I KPA, yang 
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

e. Pemyataan / Tanda Bukti Besaran Pengembalian 
Biaya Transpor dan / atau biaya penginapan dari 
perusahaan jasa transportasi dan I atau 
penginapan yang disahkan oleh PA / KPA. 

(6) Biaya Pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA 
SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai 
berikut : 
a. Biaya pembatalan tiket transportasi; dan 
b. Biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / 

refund. 

• 
BAB IX 

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 37 

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam bentuk Laporan 
Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada 
Pemberi Tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA 
I KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
Perjalanan Dinas dilaksanakan; 

(2) Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan 
dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat sekurang 
kurangnya sesuai format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini; 

(3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa : 
a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD; 
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA / KPA 

serta Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan 

� 



Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat 
tujuan Perjalanan Dinas; 

c. Bukti pembayaran yang berkenaan dengan saran.a 

transportasi yaitu : 
1. Tik.et pesawat; 
2. Boarding pass atau manifest penumpang 

maskapai penerbangan; 

3. Airport tax; 

4. Tiket kapal Jaut atau manifest penumpang dari 
administrator pelabuhan; 

5. Karcis tanda masuk pelabuhan; 
6. Tiket Kereta Api; 
7. Retribusi-retribusi; 

8. Tiket Bus; 
9. Bukti pembayaran moda transportasi lainnya. 

d. Kuitansi tanda terirna uang muka sebagaimana 
dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan 
Bupati ini; 

e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas mengantar jenazah 
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

f. Surat Pemyataan Tanggung Jawab atas kebenaran 
pelaksanaan Perjalanan Dinas dibuat sekurang 
kurangnya sesuai format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

g. Daftar Pengeluaran Rill yang dibuat sesuai format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

h. Bukti pembayaran sah sewa kendaraan dimaksud 
Pasal 10 ayat (13) Peraturan Bupati ini berupa 
kuitansi atau bukti pembayaran Jainnya yang 
dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha 
bidang jasa penyewaan kendaraan; serta 

i. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap 
lainnya. 

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah 
dengan melampirkan dokuemn berupa : 
a. Fotokopi surat keputusan pindah; 
b. SPPD yang telah ditandatangani pihak terkait; 
c. Rincian biaya perjalanan dinas dimaksud Pasal 21 

ayat (3) Peraturan Bupati ini; 

d. Kartu Keluarga Pelaksana SPPD; 
e. Akte / Buku nikah Pelaksana SPPD; 
f. Akte Kelahiran anak-anak; dan 
g. Keputusan Pengadilan bagi anak angkat. 



Pasal 38 

{!J Pelaksana SPPD melakukan Perhitungan Rampung 
seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas, 
dan disampaikan kepada PPTK untuk mendapatkan 
persetujuan; 

(2J PPK-SKPD berwenang untuk menilai kesesuaian dan 
kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam 
daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 37 
Peraturan Bupati irri; 

(3) PA / KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagai 
pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan SPM 
/SP2D LS Perjalanan Dinas. 

Pasal 39 

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, 
menaikkan dari harga sebenamya (mark up), dan / atau 
Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebihJ dalam 
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat 
kerugian daerah / negara, bertanggung jawab sepenuhnya 
atas seluruh tindakan yang dilakukan. 

BABX 

PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 40 

(l) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal 
terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas; 

(2J Pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat (!) 
Pasal ini dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang 
U ndangan. 

BABXI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 41 

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah dapat 
menetapkan perjalanan dinas khusus sesuai pertimbangan 
tertentu. 



• 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 42 

1. Standar biaya perjalanan dinas yang tercantum dalam 
Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, 
serta Lampiran X Peraturan Bupati ini berlaku hingga 
31 Desember 2013. 

2. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini selanjutnya, 
hal-hal yang ditetapkan dalam Lampiran sebagaimana 
dirnaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur dengan 
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 
Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 ten tang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 44 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 

Ditetapkan di Ratahan 
Pada Tanggal : 30 �e.- oo,!!, 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

JAMES SUMENDAP 

Diundangkan di Ratahan 
Pada Tanggal : \ Ole� !lot� 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MINJU1=>" 

TENGG 

. B. A TINUNGKI, M.Eng 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19601009 199303 1 007 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 
TAHUN 2013 NOMOR 1.1,e SERI .. . .  



• 

• 

BABXII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 42 

1. Standar biaya perjalanan dinas yang ter<:antum dalam 
Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, 
serta Lampiran X Peraturan Bupati ini berlaku hingga 
31 Desember 2013. 

2. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini selanjutnya, 
hal-hal yang ditetapkan dalam Lampiran sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur dengan 
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum. 

BAB XIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 43 

Pada ss.at Peratura.n Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 

Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 44 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara . 

Ditetapkan di Ratahan 
Pada Tanggal : 3o S�PleMbei- :.-0,; 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

JAMES SUMENDAP 



LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 
NO MOR : I" 1""Afl�r-l 201� 
TANGGAL : '),O 5ef-lw :l-Ol� 

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS 
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAi( 
TETAP SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. 

w 
BUPATI MINAHASA TENGGARA 

• 
Dasar 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
· · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . .  · · · · · • · · ·  . . . • . • • . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MEMERINTAHKAN : 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · ·· · · · · · · · ·· · ·· ······ ·· · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

2. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  

Dikeluarkan di 
Pada tanggaJ 

3. ····· . . . . . . . . . . . . . . . .  

� d n  ;  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · ·  .  . . . . .  "  .. 

Kepada Naina 

Pangkat/gol 

N I P  

Jabatan 

1. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
•  •  •  •  •  •  •  •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 

Untuk 

• 
BVPATI /WAKIL BUPATI IIDNAHASA TENGGARA, 

, . 

............................. ) 

,  _ 



Dasar 

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

DINAS I BADAN / KANTOR / UNIT KERJA 
Alamat: 

RATAHAN 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR: . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

MEMERJNTAHKAN : 

• 

Kepada 1. Nama 

Pangkat/ gol 
NIP 

Jabatan 

2. Nama 

Pangkat/ gol 
NIP 

Jabatan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  .. 

. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Untuk 1 . . ; 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  

3 ······························ . . • . • • • . . . . . . . . • •  ,  

4 ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ; 
5. dst . 

· · · · • • • • · · · · · • • • • • · · · · · · • • • • · · · · · · · • • • · · · · · · • • • · · · · • · • · · · · · · · • • • • • • · · · · · • • • • • • • · ·  

Ditetapkan di Ratahan 
pada tanggal . 

NAMA JABATAN, 

NAMA PEJABAT 

Pangkat 

NIP. 

BUPATI MINAHASA TENGOARA 

---=======)�+- . 
- JAMES SUMENDAP 



LAMPIRAN JI : 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 
NO MOR : I G , A;iu� .i013 
TANGGAL : .Jo S£pr<Me.t"' .i•� . 
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS 

DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK 
TETAP SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. 

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 
DINAS / BADAN / KANTOR / UNIT KERJA 

Alamat: 

RATAHAN 

Lembarke: 

Kodeno 

Nomor 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

(SP PD) 

1. Peiabat u"'""" membcri oerintah 

2. Nama Pezawai vane diperintah 

3. a. Pangkat dan Golongan rnenurut 
PP No. 6 Tahun 1997 

b.Jabatan 

c. Tin ... 1r ... t Menurut Peraturan Perialanan Oinas 
4. Maksud Perialanan Dinas 

6. a. Tempat berangkat 
b. 'Iemn .. t Tuiuan 

7. a. Laman ya Perjalanan Dinas 
b. Tanggal Berangkat 
c. Taneea 1 harua kembali 

8. Pengikut 

9. Pembebanan Anggaran 
a. Instansi 

b. Mata an 

10. Keterangan lain-lain 

... ( ....  )  hari 

Ditetapkan di Ratahan 
pada tanggal . 

NAMAJABATAN, 
NAMA PEJABAT. 

Pangkat 
NIP. 



• 

II. Tiba di 
Pada tanggal 
Kepala 

III. Tiba di 
Pada tanggal 
Kepala 

N. Tibadi 
Pada tanggal 
Kepala 

VI. CATATAN LAIN-LAIN: 

SPPD No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .  
Berangkat dari 
(tempat kedudukan) : RATAHAN 
Pada tanggal · · 
� · · · · • • · · · · · · • • • • · · · · · · · · • • • • • · · ·  

Selaku pelaksana Teknis kegiatan 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

V. Tiba kembali di : . 
Pada tanggal . 

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut dia.tas benar dilakukan 

atas perintahnya dan semata-mata untuk 

kepentingan jabatan dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. 

NAMA JABATAN, 

NAMA PEJABAT 

Pangkat 
NIP. 

VII. PERHATIAN 
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, 
para pejabat yang mengesah.kan tanggal berangkat/tiba serta Bendabarawan bertanggung 
jawab berdasarkan peratu.ran-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi 
akibat kesalaban, kealpaannya. 

BUPATI MINAJIASA TEll'GOARA, 

JAMES SUMEll'DAP 



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 
NOMOR 16 T.4.IIUN J;o1; 

TANGGAL .30 .$'lpT£Mi£1>, .u,,; 

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAi{ TETAP SERTA PIHAK I,AIN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 
U,ng Tnuu,poc Jumlah Pemetian dan 

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Peogioapan Hari Angkutan Harian 

- 
dl.1>avarkan Jenazah 

� Perjalan Dinas Jabatan dalam ranpa peleksroeeo 
-I -I -I Scsuai 

tua<>s nnlrnlr dan fun .. ..i SKPD eenueaean - 

Perjalan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat acminar 
-I -I -I 

Sesw,i 
dan _.;ei:i.isnva penuzaean - 

,. Perjalanan Dmas Jabatan dalmn ranpa 
,/ v l) <2) Maksimal 

Pen ahan 90 Harl 
- 

Perjalanan Din.as Jabatan untuk meoempuh ujian 
-I -I 2 (due) hari dinaa/nlian iabatan - 

,. Pcrjalanan Dinas· Jabatan untuk menghadep mejeli& 
Penguji Kesehatan Pegawai Ncgeri atau meogbedap 
aeorang dokter penguji kceehatan yang ditwtjuk, untuk -I -I -I 

Sesuai 
- 

mendapatkan 
'""" 

�terangan 

·-- 
ten tang penuga,an 

- -  ,  iabatan 
P<rjalanan Dines Jabotan untuk memperoleh 
pengobatan bc,da"'kan ourat 

'"'- 
dokt,, 

-I -I -I 
Maksimal 2 

i<a=a mendapat =I= pada waktu/karcna Harl - 

mclakukan taeee 
.. Perjalanan Dinao Jabatan untuk mcndapatkan 

Sesuai pengobatan berdasarlam Kepub.J.san Manjclis Penguji -I -I ,/ - 

Kesehatan Peaawai Neeeri penugasan 

•• �� Dines Jebatan untuk mengikuti pcndidikao ,/ ,/ ,/ Maksim.al 2 
- 

setara Dioloma/Sl /52/83 Hari 
Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan ,/ 3) V 4) -I 

SeOWll 

dan eelatihan oeaueasan - 

Perjalanan Dines Jabatan untuk 
menjcmput/mengantarkan 

'"' 
tcmpat pemakeman Maksimal.3 jcnazah Pejabat Ncgara/Pimpinan dan Angola -I ,/ ,/ 

(tigajHari 
-I 

DPRD/Pcgawai Ncgeri/Pcgawai Thiek Tctap yang 
merun-i dunia dalam mclakukan �alanan Dinas 
P<rjolanan Dina, Jabotan untuk 
menjemput/mengantarkan 

"" 
tcmpat pernekerneo 

Maksi.w.al 3 jona,ah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota -I j -I 
(tiga)Hari - 

DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat 
kedudukan Ice temoat -akaman 
P<rjalanan Dmas dalmn ranpa 

- 
dan 

-I -I -I 
Maksimal 3 

- 
konsultasi '•'--'Harl 

Keterangan 
I .Jt) Bia ya penginapan dibcrilcan 9elama maaa. Pengumandahan (Datasering) jilca tidak teraedia rumah dinas. 
2 "2) Biaya transpor pegawai dibcrikan untu.k tranapor pad.a seat kedatangan dan kepulange.n. 
3 .J3) Uang Harian diberikan berupa uang saku 9e3Uai standar biaya aelama mcngilruti kqiatan. 
4 ../4) Biaya Penginapan dibcrikan 1 (aatu) hari pad.a seat kedatangan clan 1 (aatu) hari pada aaat kcpulangan. 
5 Jcnis Perjalanan Din.as Jabatan pada burufj dan hwf .t uang harian biaya tranapor pegawai/kcluarga, dao biaya 

penginapan diberikan paling banyak uotuk 4 (em.pat) orang. 

BUPATI lllllfAHASA. TE!IIGGA.RA, 

JAMES SUMENDAP 



LAMPIRAN IV 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

16 "TMUIN ;lOI� 
JO S£-pT£M&.tJL .,__,, 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERJ BAGI PEJABAT NEGARA, 
P!MPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAIGLAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK I.AJN DI 
LING KUN GAN PEMERJNTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

• 

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD 

TING KAT 
MODA TRANSPORTASI 

NO PELAKSANA SPPD PESAWAT KAPAL KERETA HAR GA BIAYA 
UDARA LAUT API/BUS TIKET 

I. Bupati dan Wakil Bupati, 
Spesial/ 

Dibayar 
Ketua DPRD, serta Pejabat Al Bisnis VIP/Kclas 

Secara 

Neeara lainnva vane sctara 
!A Eksekutif 

Rill 

2. Wakil Ketua DPRD, Anggota 
Dibayar DPRO, Pejabat Esclon II serta 

Pegawai Tidak Tetap 
A2 Ekonomi Kelas I B Eksekutif Secara yang 

Rill setara 
3. Pcjabe.t Eselon m, PNS Dibayar 

Golongan IV serta Pcgawai B Ekonomi Kelas JI A Eksekutif Secara 
Tida.k: Tetan vane setara Rill 

4. Pejabat Eselon IV, PNS Oibayar 
Golongan m serta Pegawai c Ekonomi Kelas II A Eksekutif Seema 
Tidak Tetap vanz setara Rill 

5. PNS Golongan II, PNS Dibayar 
Golongan I, Pihak Lain serta 

D Ekonom.i Kclas II A Eksekutif 
Secara 

Pegawai Tidak Te tap yang Rill 
setara 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

JAMES SUMENDAP 



LAMPIRANV: 
NO MOR 

TANGGAL 
TENTANG 

I� 'TM.UN :iD<� 

30 S"l'f£M&£ti .lo<� 

PERATURAN BUPATI TENTANG PER.JALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKJLAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAi{ TETAP SERTA PIHAK �N DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN D!NAS 

I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINS! 

• 

• 

(dala.m TU 

No. PROVINS! SAnJAN TtNGKAT Al 11NGKAT Kl TtNGKATB nNGKATC TI.NGKAT D 

I. ACEH O H  660.000 560.000 460.000 360.000 260.000 

2. SUMATERA UTARA O H  670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

3. RIAU O H  660.000 560.000 460.000 360.000 260.000 

4. KEP'UI.J\UAN RIAU O H  670.000 570.000 470.000 370,000 270.000 

5. JAMBI O H  670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

6. SUMATERA BARAT O H  660.000 560.000 460.000 360.000 260.000 

7. SUMATERA SELA.TAN O H  660.000 560.000 460.000 360.000 260.000 

8. LAM PUNG O H  680.000 580.000 480.000 380.000 280.000 
9. BENGKULU O H  670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

10. BANOKA BELlTUNG 0 H 670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

11 .  BANTEN 0 H 660.000 560.000 460.000 360.000 260.000 
12. JAWABARAT O H  730.000 630.000 530.000 430.000 330.000 

13. O.K.l. JAKARTA O H  830.000 730.000 630.000 530.000 430.000 

14. JAWATENGAH O H  670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

15. D.l. YOOYAKARTA O H  720.000 620.000 520.000 420.000 320.000 

16. JAWATIMUR O H  710.000 610.000 510.000 410.000 310.000 

17. BAU O H  780.000 680.000 580.000 480.000 380.000 

18. NUSA TENGGARA BARAT O H  740.000 640.000 540.000 440.000 340.000 

19. NUSA TENGGARA TIMUR O H  720.000 620.000 520.000 420.000 320.000 

20. KA.LlMANTAN BAR.AT O H  670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

21. KALIMANTAN TENGAH O H  660.000 560.000 460.000 360.000 260.000 

22. KAUMANTAN SELA.TAN O H  670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

23. KAUMAN'J'AN TIMUR O H  730.000 630.000 530.000 430.000 330.000 

24. GORONTALO O H  670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

25. SULAWESI BAR.AT 0 H 660.000 560.000 460.000 360.000 260.000 

26. SUI.AWES! SELATAN O H  730.000 630.000 530.000 430.000 330.000 

27. SULAWESI TENOAH O H  670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

28 . SULAWESI TENGGARA O H  680.000 580.000 480.000 380.000 280.000 

29. MALUKU O H  660.000 560.000 460.000 360.000 260.000 

30. MALUKU U'TARA O H  670.000 570.000 470.000 370.000 270.000 

31. PAPUA O H  880.000 780.000 680.000 580.000 480.000 

32. PAPUA BARAT O H  780.000 680.000 580.000 480.000 380.000 

iah) 



HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS! 
II. SATUAN BIAYA UANG 

iah) (dalam ru >i 

TING KAT TINOKAT TING KAT TINO KAT TING KAT 

KABUPATEN/KOTA SATUAN 
Al A2 B c D 

No. 
250.000 200.000 

400.000 350.000 300.000 
I. BmJNG 0 H 

200.000 150.0.00 
350.000 300.000 250.000 

2. TOMOHON 0 H 
150.000 100.000 

300.000 250.000 200.000 
3. MINAHASA O H  

200.000 150.000 
O H  350.000 300.000 250.000 

4. MINAHASA trrARA 150.000 100.000 
MINAHASA SELA.TAN O H  300.000 250.000 200.000 

5. 
350.000 300.000 250.000 200.000 

6. BOLAANG MONGONDOW O H  400.000 

BOLAANG MONGONOOW 
0/H 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 

7. UT ARA 
BOLAANG MONGONDOW 0/H 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 

8. 
TIMUR 

BOLAANG MONGONDOW 
0/H 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 

9. SEU..TAN 
KafAMOBAGU 0 H 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 

10. 

11. KEPULA.UAN srrARO O H  500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

12. KEPUIAUAN SANGIHE 0 H 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 

13. KEPULAUAN TAI.AUD 0 H 600.000 550.000 500.000 4.50.000 400.000 

14. MANADO O H  400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 

III. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN D!NAS DALAM DAERAH 

URl.llJI .JUKLAH KETERAIIGAH 

Uang Harian Berlaku dari Kota Ratahan ke 

. Tingkat AI 275.000 Kecamatan Ratahan Timur, 

- TingkatA2 250.000 Pasan, Tombatu, Tombatu 

- Tingkat B 175.000 Utara, Tombatu Timur, 

- Tingkat c 125.000 Touluan, Touluan Selatan, 

- Tingkat D 75.000 Silian Raya, Belang, Ratatotok, 

Pusomaen. 

Khusus Pcrjalanan Dinas Dalam Kota Ratahan 50.000 

Keterangan: 
1) Biaya Uang Harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dala.m. SPT 

yang pemanfaatannya untuk : uang makan, uang transpor lokal, seta uang saku. 
2) Biaya Uang Harian dalarn tabel ini berJaku juga untuk Perjalanan Dinas Pindah, dengan 

ketentuan hanya diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) hari. 
3) Selain kcluarga yang sah, bagi Pegawai Negeri pa.ling rcndah golongan III atau pejabat eselon IV 

diperkcnankan pula untuk membawa pembantu rum.ah tangga eebanyak 1 (satu) orang dan 
diberikan uang harian sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negcri Golongan I. 

4) Biaya Uang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi. 

BUPATI Mll'IAHASA TENGGARA, 

JAMES SUMENDAP 



LAMPIRANVI 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

1 G  'TAtHIN :U,i� 

30 StpTEM(l.£R, .u,,� 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DAI.AM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMP!NAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAICTLAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAi( TETAP SERTA PIHAK I,,.AJN DI 
LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

• 

STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG PERJALANAN 

DINAS DALAM NEGERI 

NO. 
KOTA SATUAN BIAYA TIKET 

ASAL TUJUAN BISlllS EKONOMI 

rn 121 (31 141 151 

1 MAN ADO JAKARTA 10.824.000 5.102.000 

2 MAN ADO BAL!KPAPAN 7.702.000 3.800.000 

3 MAN ADO BANDAACEH 15.798.000 7.926.000 

4 MAN ADO BANDAR LAMPUNG 11.199.000 5.305.000 

5 MAN ADO BAT AM 13.413.000 6.482.000 

6 MANADO B!AK 11.734.000 6.353.000 

7 MAN ADO DENPASAR 7.851.000 4.278.000 

8 MAN ADO JAMBi 12-. 707.000 6.097.000 

9 MAN ADO JAYAPURA 22.109.000 11.263.000 

10 MAN ADO JOGJAKARTA 10.536.000 5.722.000 

11 MAN ADO KU PANG 11.648.000 6.140.000 

12 MAN ADO MAKASSAR 5.327.000 2.909.000 

13 MAN ADO MALANG 13.167.000 6.311.000 

14 MAN ADO MATARAM 8.717.000 4.738.000 
. 

.. . 

15 MAN ADO PANGKAL PlNANG 12.097.000 5.808.000 

16 MAN ADO MEDAN 15.552.000 7.316.000 

17 MAN ADO PADANG 14.012.000 6.546.000 



• 

• 

18 MAN ADO PALEMBANG 12.504.000 5.926.000 

19 MAN ADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000 

20 MAN•np PONTlANAK 12.953.000 6.396.000 

21 MAN ADO SEMARANG 12.504.000 5.851.000 

22 MAN ADO sow 12.504.000 5.990.000 

23 MAN ADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000 

24 MAN ADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000 

BUPATI Mm+=:�· 
JAIIES SUJIERDAP 



LAMPIRAN VII 
NOMOR 
TAN GOAL 
TENTANG 

\G TA>WN .2.013 

3 0 ,S'i;p,-i;MP.,£"' M13 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMP!NAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI S!P!L, 
PEGAWAI TIDAi( TETAP SERTA P!HAK I,,AlN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
M!NAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

SATUAN BIAYA PENGINAPAN 

l. SATUAN BIAYA PENG!NAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINS! 

• 

• 

Idalam ru 

TARIFHOTEL 

No. PROVINSJ SA1UAN 

llNGKAT Al TINGKATA2 TINGKATB TINGKATC TINOKATD 

I. ACEH O H  4.420.000 1.308.000 1.080.000 410.000 340.000 
2. SUMATERA t.n'ARA O H  4.960.000 1.030.000 650.000 470.000 310.000 

3. RIAU O H  3.450.000 1.075.000 720.000 450.000 380.000 

4. KEPULAUAN RIAU O H  3.410.000 930.000 650.000 380.000 280.000 

5. JAMB I O H  4.000.000 1.030.000 589.000 370.000 290.000 

6. SUMATERA BARAT O H  4.240.000 1.030.000 800.000 460.000 336.000 

7. SUMATERA SELA.TAN O H  4.500.000 1.000.000 591.000 429.000 280.000 

8. LAMPUNG O H  3.960.000 1.152.000 770.000 374.000 356.000 

9. BENGKULU O H  1.300.000 790.000 580.000 570.000 510.000 

10. BANOKA BELITUNO O H  2.400.000 1.030.000 600.000 451.000 300.000 
11. BANTEN O H  3.250.000 1.430.000 920.000 450.000 375.000 

12. JAWABARAT O H  3.250.000 1.470.000 830.000 460.000 390.000 

13. D.K.J. JAKARTA O H  8.720.000 2.000.000 1.250.000 800.000 600.000 

14. JAWATENOAH O H  4.050.000 1.452.000 750.000 450.000 350.000 

15. D.I. YOGYAKARTA O H  4.620.000 1.248.000 670.000 528.000 359.000 

16. JAWATIMUR O H  4.400.000 1.152.000 768.000 390.000 280.000 

17. BAU O H  4.510.000 1.810.000 1.220.000 904.000 658.000 

18. NUSA TENGGARA BARAT O H  3.056.000 1.082.000 550.000 540.000 360.000 
19. NUSA TENGGARA TIMUR O H  3.000.000 1.000.000 661.000 470.000 400.000 

20. KAIJMANTAN BARAT O H  �.400.000 1.130.000 740.000 430.000 318.000 

21. KAUMANTAN TENGAH O H  3.000.000 1.350.000 750.000 440.000 408.000 
22. KA.UMANTAN SELA.TAN O H  4.250.000 1.420.000 770.000 500.000 379.000 

23. KAUMANTAN TIMUR O H  4.000.000 1.458.000 750.000 550.000 450.000 

24. GORONTALO O H  1.320.000 1.010.000 910.000 410.000 240.000 

25. SULAWESI BARAT O H  1.260.000 1.030.000 910.000 400.000 360.000 

26 . SULAWESI SELA.TAN O H  4.820.000 1.000.000 853.000 495.000 371.000 

27. SULAWESI TENG AH O H  2.030.000 1.040.000 524.000 400.000 330.000 

28. SULAWESITENGGARA O H  1.850.000 1.070.000 716.000 450.000 420.000 

29. MALUKU O H  3.000.000 1.030.000 680.000 412.000 280.000 

30. MALUKU llI'ARA O H  3.110.000 1.512.000 600.000 420.000 380.000 

31. PAPUA O H  2.850.000 1.260.000 720.000 460.000 380.000 

32. PAPUABARAT O H  4.500.000 1.260.000 900.000 400.000 370.000 

iah) 



Keterangan: 
1) Biaya Pcnginapan Pcrjalanan Dinas Oala.tn Negeri dibayarkan secara rill. 
2) Satuan Biaya Pcnginapan dala.m Tabcl ini merupakan pa.token ba.tas tcrtinggi yang menjadi dasar 

untuk melaksanakan pcmbayaran panjar kepada Pelak.sana SPPD. . 
3) Dalam hal Pela.kse.na SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka kepada yang 

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30o/o (tiga. puluh persen) dari tarif dalam tabel 
ini. 

rupiah) 
II SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS! 

(dalam 
TARIFHOTEL 

No. KABUPA1EN/KOTA SAnJAN 
TING KAT TING KAT 

TINGKATB TINGKATC 11NGKATO 
Al A2 

I. BITUNG O H  1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 

2. TOMOHON O H  1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 

3. MINAHASA O H  1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 

4. MINAHASA tJrARA O H  1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 

5. MINAHASA SELA.TAN O H  1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 

6. BOLAANG MONGONDOW O H  1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 

7. 
BOLA.ANG MONGONDOW 

0/H 1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 UT ARA 

8. 
BOLAANG MONGONDOW 

0/H 1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 TIMUR 

9. 
BOLAANG MONGONDOW 

0/H 1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 SELA.TAN 

10. KOTAMOBAGU O H  1.550.000 850.000 550.000 450.000 300.000 
11. KEPULAUAN SITARO O H  1.750.000 1.000.000 600.000 500.000 350.000 
12. KEPULA.UAN SANGJHE O H  1.750.000 1.000.000 600.000 500.000 350.000 
13. KEPULAUAN TALAUD O H  2.750.000 1.250.000 650.000 550.000 400.000 
14. MAN ADO O H  3.200.000 1.415.000 740.000 600.000 480.000 

• 

BUPATI IIINAHASA TENGGARA, 

JAMES SUMEl'IDAP 



LAMPIRAN VIII 
NO MOR 
TANGGAL 
TENTANG 

I G TA;jUN .U,13 
'30 .S£P,-£M�£1L .io,i 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAIGLAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAJ NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK I,,AlN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

I 

• 

UANG REPRESENTASI 
PERJALANAN DINAS JABATAN 

Idalam ruoiahl 

PELAKSANA SPPD SATUAN 
UANG 

REPRESENTASI 

!. Bupati, Walril Bupati, Pimpinan DPRD Orang/Hari 250.000 

2. Pejabat Eselon II clan Anggota DPRD 
Orang/Hari 200.000 

Ketcranp.n: 
l} Uang Reprcsentasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sccara lumpsum. 

2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabcl ini merupakan batas tertinggi. 

BUPATI ID!fAHASA TENGGARA, 

JAMES SUMEl'IDAP 



LAMPIRAN IX 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

1G TM,llJN .2.,01,:?,. 

.00 S;.pT£.M�£R. .U,t3 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAi( TETAP SERTA PIHAK I,.AIN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

Lampiran SPPD Nomor : 
Tanggal 

RINCIAN BIAVA PERJALANAN DINAS PINDAH 

No. PERINCIAN BIAVA 
1. Biava trans r wai 
2. Biava trans r kelu 
3. Uano: harian 
4. Biava n,,,n11:e .... 1r<> .. dan an ... 1,.. •• tan barana 

Tcrbilang 
Rn. 

JUMLAH KETERANGAN 

Telah dibayarkan sejumlah 

Rp . 

Bendahara Pengeluaran 

NIP 

Ditetapkan sejumlah 
Yang telaha d.ibayar semula 
Sisa kurang/lebih 

Mengetahui: 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP. 

........ ... .... .. tanggal, bulan, ta.bun 
Telah menerima jumlah uang sebesar 
Rp . 

Yang Menerima 

NIP 

PERHJTUNGAN SPPD RAMPUNG 
: Rp . 
: Rp ..•...•..•......•.... 
: Rp . 

Menyetujui: 
Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan 

NIP. 

BUPATI MllfAHASA TENGGARA, 

JAJIIES SUMENDAP 



LAMPIRANX 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

I G TA+<J.J N .1,01� 

-30 -S£p'T£Ml&£.R. .2..01) 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAi{ TETAP SERTA PIHAK I,AIN DI 
UNG KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

• 

• 

SATUAN BIAYA PENGEPAl{AN DAN ANGKUTAN BARANG 

GOLONGAN PELAKSANA SPPD 

URAIAN /TUJUAN GO LONGAN GOLONOAN GO LONGAN OOLONOAN 
IV Ill II I 

1. Pcgawai yang bcrkcluarga dcngan 
3.500.000 3.500.000 2.500.000 2.000.000 

anak 

2. Pcgawa.i yang berkeluarga tanpa 
anak 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 

3. Pcgawai yang tidak berkcluarga 
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 

Kcterangan: 
lJ Biaya Pen.gcpakan dan Angkutan Barang diberikan kcpada Pelaksana SPPD yang melaksanakan 

Pcrjalanan Dinas Pindah. 
2J Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang dibayarkan secara /wnpsum. 
3) Satuan Bia.ya Pcngepakan clan Angkutan Barang dalam Tabet ini merupakan patokan batas 

tertinggi. 

BUPATI lllllfABASA TENGGARA, 

JAMFa SUMENDAP 



LAMPIRAN XI 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

I G .. A;-UJN '""'I �  

'3 C> -.1'£p'T..E NI lg .E " ao I:, 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK \,_AIN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA 

TANDA TERJMA UAl'IG IIUKA PERJALANAl'I DINAS 

• 

Sudah Terima Dari 
Uang Sejumlah 
Untuk 

Dengan perincian sebagai berikut: 

1. Uan" harian 
2. Biava trans rt 

3. Biava n 

4. Uanrz reoresentasi 

5. Sewa kendaraan dalam kota 
6. Biava -metian ienaza.h 

7. Biava enext t.an ienazah 
JUMLAH 

Rn .13 
Rn .14 
Rn 5 

Rn 6 
Rn 7 

Rn 8 

Rn 9 
Rn 101 

: Bcndahara Pengeluaran (11 
' •............................•.•.•.•......................................•..•.............  (2) 
: Pcmbayaran Uang Muka Pcrjalanan Dinas. 

dalam rangka pelaksanaan Kegiatan ..•••.•.............••••..•..........••.•••................................... (11) 

Sesuai: 

SPPD Nomor 
Tanggal 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (12) 
' (13) 

• 
Sebesar , Rp. �------� (15) 

Yang Menerima 

(16) 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . .  (14) 

NIP. ll 7\ 
PA/KPA PPT• - 1'EN0AffiiJ UKu aS 

Tan-• Nomor Paraf 
Mcnyetujui: 

I ' (18) I '(20) ' (22) 
NIP. . (19) NIP. . (21) NIP. . (23) 



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALAN OINAS 

(lJ Diisi nama SKPO. 
(2) Oiisi dengan huruf balok bcsaran jumlah uang yang dibayarkan. 
{3) Diisi dengan bcsaran jumlah uang harian {n s tarif). 
(4) Diisi dengan eatimasi beaaran jumlah uang tranapor {catimaai dihitung berdaaarkan harga 

yang berlaku setcmpat). 
(5) Diisi dengan besaranjumlah uang penginapan {n- 1) z tuif}. 
{6) Diisi dengan besaran jumlah uang rcprcsentasi {n x tarU}. 
(7) Diisi dengan estimasi besaran jumlah uang sewa kendaraan dalam kota (sesuai Pasal 10 

ayat (7) Peraturan Bupati ini). 
(8) Diisi dengan besaran jumlah biaya pemetian jenazah. 
(9) Diisi dengan besaran jumlah biaya angkutan jenazah. 
(10) Diisi dengan jumlah total Biaya Pcrjalan Dinas. 
(11) Diisi Nama Kegiatan bcrkcnaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas. 
(121 Diisi dcngan nomor SPPO. 
(13) Diisi dengan tanggal SPPD. 
(14) Diisi nama Kota tcmpat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun. 
(15] Dils! dengi,.ttjumlllh total Biaya PcijlllaMn Dinas {lihat nomor (101]. 
(16) Diisi nama Pclaksana SPPD. 
(17) Diisi NIP Pclaksana SPPD (kccuali Pi.mpinan DPRD dan Anggota OPRD serta Pegawai Tidak 

Tetap), 
(18) Diisi nama PA/KPA. 
(19) Diisi NIP PA/KPA. 
(20) Diisi nama PPTK. 
(21) Diisi NlP PPTK. 
(22) Diisi nama Bendahara. 
(23) Diisi NIP Bendahara. 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

JAMES SUMENDAP 



LAMP!RAN XII PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 
NOMOR I(; TA�.UN �o,� 

TANGGAL 30 S£pH,Ml1,l:<t .2.oi. 

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
P!MP!NAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWA! NEGERI S!PIL, 
PEGAWA! TIDAi{ TETAP SERTA P!HAK I,_AlN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

SURAT PERNYATAAl'I TANGGU!fG JAWAB UANG lllUKA 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

Pangka.t/Golongan 
Jaba.tan 

.. ·············· ········· ··············· ·········· ( l) 

. . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • • • . . . • . . . . . •  (2) 

. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • .  (3) 

. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Schubungan dengan Surat Perintah Togas Nomor: (5) 
Serta Surat Pclaksanaan Perjalanan Dinas Nomor: . 
...... (6) maka saya telah menerima uang muka (panjarJ Perjalanan Dinas dimaksud. 

2. Saya akan mempertanggungiawabkan pcnggunaan uang muka tersebut selam.batnya 5 (lima) 
hari kerja sctelah kembali dalam pelaksanaan tugas. 

3. Saya ber"se"dia · mengembal.ilraf:i apa1511a dalam pehtl(sanaa.nnya terdapat selisil1 lebJh anmra 
uang muka terhadap biaya riil. 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, den apabila dikemudian hari terbukti 
pemyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang 
Undangan. 

. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7) 
Yang membuat pemyataan, 

.__ ____, (8) 

(9) mP. 



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA PERJALANAN DINAS JABATAN 

(1) Dilsi nama Pelaksana SPPO. 

(2) Diisi NIP Pelaksana SPPO. 

(3) Diisi Pangkat/Golongan Ruang Pelaksana SPPD. 

(4) Diisl-Jabatan Pelaksana-SPPD. 

(5) Oiisi nomor Surat Perintah Tugas. 

(6) Diisi nomor SPPD. 

(7) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan serta tahun. 

(8) Diisi nama dan t°'ndat:ing�n Pel!1�ijl"!� SPPD . 
. . 

(9) Diisi NIP Pelaksana SPPD. 

BUPATI MINABASA TENGGARA, 

JAMES SUMENDAP 



LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 
NOMOR I G T A�.Ul'l J,01� 

TANGGAL '30 -1'£ P,-l'M/1,£f' Ullo 
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 

DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK i:,AIN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

SURAT PERNY ATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN 
NOMOR. . 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

e menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama: 

Nama 

NIP 

Jabatan 

d.ibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang 
sangat mendesak/ pen ting dan tidak dapat ditunda yaitu . 
. · · · · · · · · · · · • · · · · · · · • · • • • · • · · · · · · · · · • • ·  ..... (7) . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . .  · · · · · · • · • · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  

sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat 
digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari 
ternyata surat pemyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia 
d.iproses sesuai dengan kctentuan hukum yang berlaku. 

. .....................•.................•.................. (8) 

Yang Membuat Pernyataan 

..............••............•.............................. (9) 

..•.••................................•..........•......... (10) 

.....................•..................................... (11) 



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN 

(1) Dlisl nama Pejabat Penerbit SPPO. 

(2) Dilsl NIP Pejabat Penerbit SPPO. 

(3) Diisi jabatan Pejabat Penerbit SPPO. 

(4) Oiisi nama Pelaksana SPPD. 

(5) Diisi NIP Pelaksana SPPD. 

(6) Oiisi jabatan Pelaksana SPPD. 

(7) Diisi alasan yang menyebabkan Pembatalan SPPD. 

(8) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun. 

(9) Diisi nama dan tandatangan Pejabat yang membatalkan SPPD. 

{lO)Diisi Pangkat Pejabat yang membatalkan SPPD. 

(ll)Oiisi NIP Pejabat yang membatalkan SPPD. 

BUPATI MI!fAHASA TENGGARA, 

JAMES SUMENDAP 



LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 
NOMOR 1 6  TA�.UtJ ,w 1� 
TANGGAL --:10 .S£f11,Ml?ER .:lo•� 

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DAI.AM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI 
LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

Nomor: . 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Jabatan 
SKPD 

(!) 
(2) 
(3) 
(4) 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jabatan 
SKPD 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalananan Dinas Jabatan berdasarkan Surat 
Tugas Nomor tanggal dan SPPD Nomor . 
tanggal atas nama: 

Nama 

NIP 

dibatalkan sesuai dengan surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Oinas Jabatan 
Nomor tanggal . 

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa (9) dan biaya 
penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidal< dapat 
dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp (10) , 
sehingga dibebankan pada DPA Nomor: tanggal . 
SKPD (11). 

i 
Dem.ikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya clan apabila dikemudian hari 
temyata surat pemyataan ini tidak benar dan meni.mbulkan kerugi.an ncgara, saya 
bcrtanggung jawab penuh dan berscdia menyctorkan kcrugian negara tersebut kc Kas 
Daerah. 

. ...........................•.•........................•... (12) 

Yang Membuat-Pernyataa.n 

........................................................ (13) 

- · -  ---- 

____________ -- _ ..... 



• 

i 

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNVATAAN PEMBENANAN 

BIAVA PEMBATALAN PERJALANAN DINASJABATAN 

(1) Diisi nama PA/KPA satuan kerja yang dlbebani biaya perjalanan dinasnya. 

(2) Diisi NIP PA/KPA satuan kerja yang dibebanl biaya perjalanan dlnasnya. 

(3) Diisl Jabatan PA/KPA satuan kerja yang dibebanl biaya perjalanan dinasnya. 

(4) Oiisi nama SKPO yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. 

(5) Diisl nama Pelaksana SPPO. 

(6) Diisi NIP Pelaksana SPPO. 

(7) Dllsi Jabatan Pelaksana SPPD. 

(8) Oiisl nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dlnasnya. 

(9) Oiisi transpor yang dlgunakan. 

(lO)Oiisl dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tldak dapat dlkembalikan/refund 

sebaglan/seluruhnya • 

(ll)Oiisi nomor OPA, tanggal, dan nama SKPD yang dibebanl biaya perjalanan dlnasnya. 

(12)Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan. 

(13)Diisl tanda tangan dan nama jelas PA/KPA satuan kerja yang dibebani blaya perjalanan dinasnya. 

BUPATI MI!i'AHASA TENGGARA, 

JAMES BUMENDAP 



LAMPIRANXV 

0 
LAMBANG DAERAH 

NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

I G  'f"M!.UN ,2.0I� 

30 $£j>TleM�£R, .U,t� 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAi( TETAP SERTA PIHAK 1,,.AIN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH (1) 

• 

LAPORAN BASIL PEI 4KSo\lfAAN PERJALANA!f DINAS JABATA!f 

Perjalanan Dinas Jabatan (2) 
I. Pendahuluan. 

A. Umum/Iatar belakang 
.. . 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

II. Kegiatan yang dilaksanakan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

III. Hasil yang dicapai 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

IV. Kesimpulan dan Saran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V. Penutup . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dibuat di ..................................•............. (3) 
pada tanggal .........•••..•......................... (4) 

PeJaksana SPPD 

.....................•.•.................................•...... (5) 

( ) (6) 

•••.••............••...•..................... (7) 
NIP ...........................................••............ (81 



• 

• 

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINASJABATAN 

(1) Kop Naskah Dinas hanya dipakai apabila Laporan Perjalanan Dinas Jabatan dibuat oleh Pelaksana SPPD 

di SKPD selain Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Wakll Bupati/Sekretaris Daerah. 

(2) Diisi Nama dan substansi kegiatan/acara yang diikuti dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan. 

(3) Diisi nama- Kota tempat- kedudukan. 

(4) Oiisi tanggal, bulan serta tahun. 

{5) Dilsi jabatan Pelaksana SPPD. 

(6) Diisi nama Pelaksana SPPD. 

(7) Diisf Pangkat Pe:la.�na SPP[?. 

(8) Diisl NIP Pelaksana SPPD . 

BUPATI MINABASA TENGGARA, 

JAMES SUMEllDAP 



LAMPIRAN XVI 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

I G TA+i l.lN .io ,� 

<lo .\'.£P'f£Mll>£f'. .t.o,� 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
OINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAi( TETAP SERTA PIHAK LAIN DI 
LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

La.mpiran SPPD Nomor : 
Tangpl 

RlNCIAN BIA YA PERJALANAN DINAS 

MENGANTARJENAZAH 

No. PERINCIAN BIAVA JUMLAH KETERANGAN 

• 

1. Biava trans r kelu 

2. Uan11 harian 
3. Biava metian ienazah 
4. Biav.:i anoin,tan ienazah 

5. dst. . 

JUMLAH: Rn. 

Tcrbilang . 

Telah d.ibayarkan sejumlah 

Rp . 

Bendahara Pengeluaran 

NIP 

Ditctapkan sejumlah 
Yang tclaha dibayar semula 
Sisa kurang/lebih 

Mcngctahui: 
Pengguna An8f!IJIM./ 

Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP. 

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG 

: Rp . 
: Rp . 
: Rp . 

................. tanggal, bulan, tahun 
Tclah menerimajumlah uang sebesar 
Rp . 

Yang Mcnerima 

NIP 

Menyerujui: 
Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegia tan 

NIP. 



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS JABATAN 

(1) Diisi nama Pelaksana SPPD. 

(2) Diisi NIP Pelaksana SPPO. 

(3) Diisi Pangkat /GoJongan Ruang Pelaksana SPPD. 

(4) Oiisi Jabatan·Pelaksana·SPPO. 

(5) Diisi nomor Surat Perlntah Tugas. 

(6) Oiisi nomor SPPD. 

(7) Oilsi tanggal SPPD. 

(8) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tange-al, bulan serta tahun. 

(9) Diisi nama dan tandatangan Pelaksana SPPD. 

(1!'.))Diisi NIP Pelaksana SPPD. 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

JAMES SIIMENDAP 



LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

1G TAi<UN .io,, 

,oo -1'£PT£M�.Efl. .2.o,� 

PERATT.iRAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK I,AIN DI 
LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUil'G JAWAB PERJALANAN DINAS 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 
Pangkat/Golongan 
Jabatan 

................................................•.••.•................................................... (1) 

.............•..............•............................................................................ (2) 

......................................................•..............................••.................. (3) 

............................................•..•..............•..•.............•...•..................... (4) 

Dengan ini menyatakan dcngan sesungguhnya bahwa: 

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: (5) 
Serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor: . 

. . . . . .  (6) Tanggal (7) maka saya telah melaksana.kan Pcrjalanan Dinas 
dimaksud. 

2. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan biaya 

Perjalanan Oinas, maka sehubungan dengan hal tersebut sa.ya menyatakan bahwa saya tidak 
melakukan: 

(a). pemalsuan dokumen; 

(b). tindakan berupa menaikkan dari harga sebenarnya (mark up); 

(c). Perjalanan Oinas rangkap (dua kali atau lebih); 

(d). hal-hal lain yang berakibat kerugian daerah/negara schubungan dengan pelaksanaan 
Perjalanan Dinas dimaksud. 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti 

pemyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang 
Undangan. 

. . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  (8) 

Yang membuat pemyataan, 

>---------J (9) 

(10) mP. 



• 

PETUNJUK PENG!SIAN FORMAT 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS 

(IJ Oiisi Nama yang membuat SW"Rt pemyataan. 

(2) Diisi NIP yang membuat surat pcmyataan. 

(3) Diiai Pangke.t/Golongan yang mcmbuat surat pcrnyataan. 

(4) Diisi Jabatan yang membut surat pcrnyataan. 

(5) Oiisi Nomor Surat Pcrintah Tugas. 

(6) Diisi Nomor Surat Pcla.ksanaan Perjalanan Dinas (SPPD). 

(7) Diisi Tanggal Pelaksanaan perjalanan dinas. 

(8) Diisi Tempat dan Tanggal pada saat membuat surat pcmyata.an. 

(9) Diisi Nam.a yang membuat surat pcmyataan. 

(IOJ Diisi NIP yang membuat surat pemyataan. 

BUPATI Mil'lAHASA TENGGARA, 

JAMES SUIIENDAP 



LAMPIRAN XVIll 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

16 'TAAUtJ �012, 
-30 S,i,V,-£M�£R, ,lOll 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI TIDAi( TETAP SERTA PIHAK I,_AIN DI 
L!NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA. 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

DAFTAR PENQELUARAN RllL BIAYA PERJALANAN DINAS 

Lempiran SPPD Nomor 
Tanggal 
Program 
Kegiatan 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • • • • • . .  (1) 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .  (2) 
: (3) 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

• 

No. KOMPONEN BIAYA JUMLAH BUKTI PEMBAYARAN*l 
1. Uanu harian Rn,, . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . .  5 Ada Tidak 
2. Biava transnnrt Ro ....••.•... . .•.. . .••.... . .  6 Ada Tidak 
3. Biava Peneinaoan Ro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 Ada Tidak 
4. Uane rcnrcscntasi Rn .......................... 81 Ada Tidak 
5. Scwa kendaraan dala.tn kota Rn .......................... 9 Ada . Tidak 
6. BiaVR oemetian ienazah Ro .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  101 Ada Tidak 
7. Biava anekutan ienazah Ro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  11 1  Ada Tidak 

JUMLAH : Rp .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . .  (12) 

Terbilang : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•. . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (13) 

Biava rill sejumlah 
Rp (15) 

Bendahara Pengeluaran 

�-------� (16) 
NIP ......................•••.•............•....•.... (17) 

•........•.................................................. (14) 
Telah menerima uang panjar sebesar 

Rp (18) 

Yang Menerima 

( ) (19) 
NIP ............................................•....... (20) 

Ditetapkan 
Yang telah dibayar semula 
Sisa kurang / lebih 

Mengetahul: 

Pengguna Anggaran I 
Kuasa Pengguna Anggaran 

�-----� (24) 
NlP .....................•.....•...... (25) 

PERHlTUNGAN SPPD RAMPUNG 
Rp .... . . ...•••. .•.••. . . . . . . . ....... . . . . . ........ . . . . . . . . .  (21) 
Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (22) 
Rp ..•.......•............................••.............. (23) 

Menyetujui: 

Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan 

�-----' (26) 
NIP •.................................. (27) 

Catatan: 

•) Kolom yang berfungsl sebagai check-list (coret yang tidak perlu). 



(IJ 
(2) 
(3) 
(41 
(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
(II) 
(121 

(13) 

• 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 

(21) 
(221 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
DAFTAR PENGELUARAN RllL BIAVA BERJALANAN DINAS 

Diiai. nomor SPPD. 
Dilsi tanggal SPPD. 
Oiisi Kode clan Nama Program berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas. 
Oiisi Kode clan Nama Kegia.tan berkenaan dcngan dilak&an.a.kannya Petjalanan Oinas. 
Diisi dcngan bcsa.ran jumlah uang harian {D x taril} (scsuai Pasal 12 ayat (9) huruf a 
Peraturan Bupa.ti ini). 
Diisi dengan bcsaran jumlah uang transpor (sesuai Pasal 12 ayat (9) huruf b, huruf c, huruf 
d dan huruf c Peraturan Bupati ini). 
Diisi denga.n bcsaran jumlah uang penginapa.n {n - 1) x tutf} (sesuai Pasa.1 12 ayat (9) huruf 
f Pcraturan Bupati ini). 
Diisi dengan besaran jumlah uang reprcsentasi {n z tarU} (sesuai Pasal 12 ayat (9) huruf g 
Peraturan bupati ini). 
Diisi dengan besaran jumlah uang sewa kendaraan dala!n kota (sesuai Pasal 10 ayat (7) 
Peraturan Bupati ini). 
Diisi dcngan besaran jumlah biaya pcmetian jenaza.h. 
Diisi dengan besa.ran jumlah biaya angkutan jcnazah. 
Oiisi d.engan jumlah total Bia.ya Perjalanan Din.as rill yang ditcta:pkan berdasarka.n kuitansi 
pcngeluaran/Dokumen pendukung lainnya. 
Diisi dengan huruf balok besaran jumlah Biaya Perjalanan Dinas riil bcrdasarkan kuitansi 
pcngeluaran/Dokumen pendukung lainnya. 
Dilsi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun . 
Lihat nomor (12). 
Diisi nama bendahara. 
Diisi NIP Bendahara. 
Dilsi dengan jumlah total Uang Muka Perjalanan Dinas yang d.ibayarkan sebclumnya. 
Dilsi nama Pelaksana SPPD. 
Diisi NJP Pelaksa.na SPPD (kecuali Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta pegawai tidak 
tetap). 
Llhat nomor ( 1 5). 
Llhat nomor (l 8). 
Selisih Lebill/Kurang (Nomor (21) dikurangi Nomor (22)1. 
Oilsi nama PA/KPA. 
Diisi NlP PA/KPA. 
Diisi nama PPTK. 

Diisi NIP PPTK. 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

JAMES SUllfENDAP 


